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ABSTRAK 

RATIH OKTAVIA : Efektivitas Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang 

Kaki Lima Jl.Soekarno-Hatta ke Terminal Sago  Kota 

Payakumbuh 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan relokasi 
pedagang kaki lima ke Terminal Sago Kota Payakumbuh. Latar belakang penelitian 

ini adalah karena ditemukannya permasalahan-permasalahan pada relokasi PKL 
tersebut, antara lain sepinya tempat relokasi, menurunnya pendapatan pedagang, serta 

kondisi fisik sekitar lokasi yang menjadi tempat tujuan relokasi. Rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah tingkat efektivitas kebijakan relokasi 
pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh, 2) Faktor- faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota 
Payakumbuh. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang direlokasi 
dari jalan Soekarno-Hatta ke Terminal Sago Kota Payakumbuh. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik Total Sampling (Sampling Jenuh). Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket dan menggunakan pengukuran skala likert serta 

didukung dengan studi dokumentasi. Data dianalisis  menggunakan statistik deskriptif 
dengan menggunakan bantuan  software SPSS versi 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  efektivitas kebijakan relokasi pedagang 

kaki lima ke terminal sago Kota Payakumbuh cukup efektif berdasarkan hasil 
penelitian dengan nilai 63.42 yang berada pada rentang 60-79.99. Dari segi faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima 
yaitu kualitas aparatur, disiplin serta pengawasan dinyatakan cukup mempengaruhi 
kebijakan relokasi. Namun ada dua indikator faktor yang dinyatakan tidak begitu 

mempengaruhi yaitu indikator kompetensi pelaksana kebijakan, dan sarana prasarana 
pelaksanaan kebijakan.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat (Muhlis, 2011:20). Kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah merupakan tindakan yang diharapkan dapat 

menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sasaran 

diberlakukannya sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat 

dijalankan dengan sepenuhnya oleh aktor-aktor yang terlibat. Solichin 

(2015:21) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan 

oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur 

perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas 

korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga 

berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Solichin di atas, bahwa yang 

dilakukan pemerintah dalam kebijakan salah satunya adalah dalam hal 

mengatur perdagangan. Kebijakan pemerintah terkait perdagangan yang 

masih menjadi permasalahan hingga sekarang adalah mengenai perdagangan 

sektor informal Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat PKL. 



2 

 

Pedagang kaki lima atau PKL merupakan istilah yang digunakan untuk para 

pedagang yang menjual barang dagangannya yang dapat dibongkar muat 

dalam jangka waktu yang singkat. Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari 

orang-orang yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa-jasa dari 

tempat-tempat masyarakat umum terutama di jalan-jalan serta di trotoar (Mc 

Gee dalam Argya Demartoto dkk, 2000:16).  

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada umumnya adalah  

penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

terhadap PKL, dan kebijakan berupa relokasi atau pemindahan lokasi PKL ke 

tempat yang lebih tertata. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa 

penggusuran terhadap PKL yang berjualan tidak pada tempat semestinya tidak 

membawa hasil karena PKL hanya hilang sementara waktu dan selalu muncul 

setelah Satpol PP pergi. 

Fenomena PKL di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang krusial di 

kalangan pemerintah. Para pedagang tersebut dianggap mengganggu 

ketertiban dan keindahan tatanan kota, dikarenakan kebiasaan pedagang yang 

seenaknya memanfaatkan bahu jalan dan trotoar sebagai lokasi meletakkan 

gerobak dagangan mereka. Begitupun dengan para pedagang yang berada 

dalam kawasan pasar yang biasanya berjualan di depan pertokoan dan di 

pinggir jalanan  pasar sehingga menyebabkan pembeli kesusahan berjalan.  

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki 

permasalahan yang sama dengan kota lainnya terkait penataan dan penertiban 
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PKL. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah 

terkait penertiban dan penataan PKL, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2010 

Tentang  Penataan Pedagang Kaki Lima/Pedagang Malam dan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang  Penetapan Kawasan Pasar.  

Berdasarkan Perda tersebut Walikota Payakumbuh juga telah mengeluarkan 

Keputusan untuk menertibkan PKL melalui program relokasi dengan 

Keputusan Walikota Payakumbuh No.516.1/54/WK-PYK/2015, melalui SK 

tersebut Walikota membentuk tim penataan dan perelokasian Pedagang Kaki 

Lima. (Agus Rubiono, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh)  

Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan kota Payakumbuh H. Dahler, SH, pada rapat pembentukan tim 

relokasi tersebut di aula pondok promosi Ngalau Indah kota Payakumbuh 

menjelaskan, tim yang dibentuk ini bertugas merumuskan persiapan, 

perencanaan penataan dan perelokasian pedagang kaki lima, 

mensosialisasikan rencana kerja kepada masyarakat khususnya terhadap PKL 

dan pertokoan kios maupun los yang berada di area pasar Payakumbuh. 

Mengkoordinasikan dengan semua pihak dan menyiapkan rapat koordinasi 

teknis dengan PKL khususnya dan menyiapkan tempat perelokasian PKL 

dengan melakukan penataan area dan pembagian tempat atau lokasi yang 

terencana. (PadangToday, 16 Februari 2015) 

Pemindahan lokasi pedagang kaki lima dilakukan oleh pemerintah kota 

dalam rangka menciptakan pasar Payakumbuh agar lebih tertata sesuai dengan 
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peraturan daerah  yang  berlaku. Karena dilihat dari keadaannya, tatanan pasar 

Kota Payakumbuh masih campur aduk, hal ini terlihat dari PKL di jalan 

A.Yani yang masih dipadati pedagang yang berjualan buah ataupun kain. 

Pemerintah kota memfokuskan Jl.A.Yani hanya untuk pedagang buah 

sehingga semua pedagang kain harus direlokasi ke terminal sago begitupun 

dengan pedagang buah di kawasan gang-gang pasar semuanya direlokasi ke 

Jl.A.Yani. 

Jumlah pedagang yang akan direlokasi di pasar Kota Payakumbuh 

sebanyak 227 pedagang diantaranya, pedagang deretan Djufri 36 orang, los 

makanan ringan kanopy 40 orang, deretan gumarang 46 orang, deretan 

gumarang gang pertama berjumlah 4 orang, deretan gumarang gang kedua  11 

orang, pedagang seputaran RM.Asia Baru dan Wan Susila Baru 37 orang, 

pedagang kaki lima serba-serbi jalan Arisan Nunang sebanyak 53 orang. Dari 

227 pedagang yang direlokasi, 60 diantaranya direlokasi ke terminal sago 

Kota Payakumbuh yaitu pedagang deretan Djufri dan Pedagang pertokoan 

blok timur gang gumarang. (Agus Rubiono, Kepala Bidang Pasar 2016) 

Relokasi PKL ke terminal sago tersebut dilakukan oleh pemerintah kota 

melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh 

dalam rangka menertibkan PKL untuk ditempatkan sesuai dengan jenis 

dagangannya masing-masing dan tidak ada lagi PKL di kawasan-kawasan 

sebelum mereka direlokasi. Disamping itu, Riza Fahlepi, Wali Kota 

Payakumbuh mengungkapkan melalui PadangToday (16 Februari 2015) 
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      “Sudah seharusnya pasar Payakumbuh ditata ulang ke tempat 

yang lebih representatif. Karena dilihat secara fisik, parkir yang 
semrawut, bangunan pasar banyak yang telah rusak dimakan usia, 

penataan tempat berjualan bagi PKL belum optimal, untuk itu 
perlu dilakukan perelokasian PKL ke lokasi yang lebih 
refresentatif melalui tim yang telah dibentuk”.  

 
Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan penetapan lokasi Pedagang Kaki 

Lima dalam Perda No.9 Tahun 2010 pasal (2) ayat 1-3 yaitu: 

1. Pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki 

Lima dan /atau Pedagang Malam; 

2. Menciptakan keterpaduan, keserasian dan keindahan Kota; 

3. Menciptakan hygienis dan sanitasi lingkungan bagi Pedagang Kaki 

Lima dan /atau Pedagang Malam. 

Pelaksanaan relokasi dilakukan sesuai dengan tujuan penetapan kawasan 

pasar pada pasal (2) ayat 1-3 Perda No. 10 tahun 2010 Kota Payakumbuh, 

yakni: 

1. Pengendalian dan pengaturan serta pemanfaatan ruang pada zona – 

zona di Kawasan Pasar Kota Payakumbuh ; 

2. Menciptakan perpaduan pengelolaan perdagangan dan jasa pada 

Kawasan Pasar Kota Payakumbuh ; 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kegiatan perdagangan dan jasa 

pada Kawasan Pasar Kota Payakumbuh 

Pelaksanaan kegiatan relokasi pedagang kaki lima ke terminal sago Kota 

Payakumbuh dilakukan oleh Diskoperindag yang bekerjasama dengan Satuan 

Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Kegiatan pemindahan tersebut dilakukan 



6 

 

dengan cara bertahap yakni memindahkan pedagang yang mau terlebih 

dahulu hingga semua pedagang berhasil direlokasi ke terminal sago. Dalam 

hal ini Pol PP dan Diskoperindag mempelajari motif dari PKL dan melakukan 

langkah-langkah persuasif dengan cara bekerjasama dengan Koramil, Dinas 

Pasar, tokoh-tokoh pemuda, dan niniak mamak serta melakukan koordinasi 

dengan pimpinan organisasi PKL 

Para PKL yang dipindahkan ke terminal sago disediakan kios-kios atau 

lapak-lapak oleh pemerintah agar tersusun secara teratur dan rapi. Namun, 

kios-kios yang disediakan pemerintah hanya berupa  k ios kecil yang 

berukuran 1,5 x 1,75 meter yang dibangun di sepanjang jalan dekat terminal 

yang juga berhadapan dengan pedagang lama yang telah lebih dahulu 

ditempatkan, hal tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemko. 

(Haluan, Senin 26 Januari 2016) 

Lapak- lapak yang disediakan pemerintah hanya terdiri dari atap, lantai, 

dan tonggak, untuk dinding dan kayu pajangan serta teras harus disediakan 

sendiri oleh pedagang. Sehingga apabila hujan pedagang kesulitan melindungi 

barang dagangannya agar tidak basah, apalagi daerah sekitar terminal becek 

jika hujan, hal tersebut semakin menyulitkan para pedagang yang direlokasi 

ke terminal sago. Lapak diberikan gratis oleh pemerintah jika pedagang yang 

direlokasi memiliki lapak pada tempat sebelumnya dan bukannya disewa. 

Pedagang yang tidak memiliki lapak maka diwajibkan membayar uang pakai 
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kepada pemerintah untuk satu kali kepemilikan yang artinya lapak tidak dapat 

diwariskan. 

Setelah dilakukan observasi awal terlihat bahwa terminal sago tersebut 

merupakan tempat yang sepi pengunjung dan hanya tempat berhenti bagi 

angkutan kota. Sepinya pengunjung juga disebabkan oleh kebiasaan 

masyarakat naik angkot di jalan bukannya di terminal. Para pedagang kain 

yang direlokasi ke terminal sago mengaku bahwa mereka kehilangan 

pelanggan dan pendapatan karena harus bersaing dengan pedagang yang telah 

lama membuka lapak di sekitaran terminal sago Kota Payakumbuh. Pedagang 

mengatakan bahwa pendapatan satu bulan di terminal sago setara dengan 

pendapatan satu minggu di tempat lama. 

Dengan kondisi lapangan yang demikian, maka peneliti ingin meneliti 

efektivitas pemindahan lokasi pedagang kaki lima ke terminal angkutan kota 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan judul penelitian 

“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG 

KAKI LIMA JL.SOEKARNO-HATTA KE TERMINAL SAGO KOTA 

PAYAKUMBUH. 

Penelitian ini merupakan penelitian payung yang diikuti bersama salah 

satu dosen Ilmu Administrasi Negara yaitu Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D 

dengan judul penelitian “Pembinaan Masyarakat Marginal PKL melalui 

Kebijakan Pemko dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota 

Payakumbuh” penulis memfokuskan penelitian mengenai efektvitas kebijakan 
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relokasi PKL yang baru-baru ini dilakukan Pemko Payakumbuh guna melihat 

seberapa efektif kebijakan relokasi tersebut.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Semrawutnya tatanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kota Payakumbuh.  

2. Pedagang kaki lima yang direlokasi ke Terminal Sago kehilangan 

pelanggan dan pendapatan.  

3. Kios-kios yang disediakan pemerintah untuk pedagang kaki lima di 

tempat relokasi berukuran kecil dan sempit tidak sesuai dengan kebutuhan   

PKL. 

4. Jalan di sekitar tempat relokasi becek ketika hujan sehingga PKL merasa 

kesulitan. 

5. Tempat tujuan relokasi PKL yang baru sepi dari pengunjung sehingga 

PKL merasa dirugikan dengan kebijakan relokasi.  

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan terkait program relokasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan maka peneliti membatasi penelitian ini pada efektivitas 

kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke terminal sago Kota Payakumbuh. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas implementasi kebijakan relokasi 

Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat efektivitas 

implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota 

Payakumbuh? 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui tingkat efektivitas impelementasi kebijakan relokasi 

Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh.  

2. Mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas 

implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota 

Payakumbuh. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan Ilmu Administrasi Negara 

khususnya di bidang Kebijakan Publik. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Kota Payakumbuh, Diskoperindag, serta instansi terka it 

lainnya untuk  pengelolaan PKL sesuai dengan tujuan, selain itu juga 

diharapkan dengan kebijakan relokasi tersebut dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi para PKL. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan bagi peneliti selanjutnya. 

 


